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The amount of national expenditure related to the procurement of goods and services
in the public sector has a significant influence because it includes the procurement of
goods and services on a national scale which has an impact on various economic and
development sectors. In this context, Circular Public Procurement (CPP) can be an
innovative concept that supports the circular procurement of goods and services to
create demand for products or services that support aspects of the circular economy,
such as reusability or recycling. This research aims to analyze the steps involved in
implementing CPP practices, analyzing the implementation of CPP practices in other
countries, and analyzing the opportunities and challenges of implementing CPP
practices in Indonesia. This research uses a literature study through a scoping review
to collect information from the scope of the research and assess how the research
topic that can be the basis of this research has developed in the last ten years. The
results of this research indicate that CPP practices can be implemented in stages.
Several countries such as the Netherlands, Denmark, Spain, and Sweden have
adopted CPP practices through different approaches. In Indonesia, implementing
CPP practices has opportunities and challenges in becoming a circular public
procurement innovation. Therefore, the government is advised to create special
regulations or policies regarding the implementation of CPP practices to address
environmental, economic, and government governance issues.

ABSTRAK

Besarnya pengeluaran nasional terkait pengadaan barang dan jasa sektor publik
memiliki pengaruh yang signifikan karena mencakup pengadaan barang dan jasa
dalam skala nasional yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi dan
pembangunan. Dalam konteks ini, Circular Public Procurement (CPP) dapat menjadi
konsep Inovatif yang mendukung pengadaan barang dan jasa yang sirkular dengan
tujuan menciptakan permintaan untuk produk atau layanan mendukung aspek
ekonomi sirkular, seperti dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis terkait langkah-langkah penerapan praktik CPP,
menganalisis penerapan praktik CPP di negara lain, menganalisis peluang dan
tantangan penerapan praktik CPP di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi
literatur melalui scoping review untuk mengumpulkan informasi dari ruang lingkup
penelitian dan menilai bagaimana perkembangan topik penelitian yang dapat menjadi
dasar penelitian ini dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa praktik CPP dapat diterapkan secara bertahap. Pada beberapa negara seperti
Belanda, Denmark, Spanyol, dan Swedia telah mengadopsi praktik CPP melalui
pendekatan yang berbeda-beda. Di Indonesia, penerapan praktik CPP memiliki
peluang dan tantangan dalam menjadi inovasi pengadaan publik yang sirkular. Oleh
karena itu, pemerintah disarankan untuk membuat regulasi atau kebijakan khusus
tentang penerapan praktik CPP sebagai upana untuk mengatasi isu-isu lingkungan,
ekonomi, dan tata kelola pemerintah.
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1. Pendahuluan

Di tengah kemajuan industri dan pertumbuhan populasi yang tak terhindarkan, isu lingkungan menjadi
sorotan utama di seluruh dunia. Berbagai isu seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati,
serta penurunan kualitas udara dan air telah mendorong meningkatnya kesadaran global akan pentingnya
suatu perubahan guna melindungi keberlanjutan lingkungan. Perubahan tersebut tercermin dari
meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, terutama dalam proses pengadaan barang
dan jasa (Suci, Cendekiawan and Firmansyah, 2024). Hal tersebut selaras dengan penerapan 17 tujuan
Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah diterapkan di
kalangan global salah satunya di Indonesia pada tahun 2015 (Aldi and Djakman, 2020). Salah satu tujuan
untuk melawan tren yang tidak berkelanjutan adalah memastikan tercapainya tujuan dari SDGs 12 yaitu
memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (Zijp et al., 2022). Dalam hal ini, peran
pemerintah sangatlah penting. Menurut Zijp et al., (2022) pemerintah tidak hanya dapat memengaruhi pola
konsumsi dan produksi melalui peraturan dan perundang-undangan, tetapi juga dengan tindakan yang
mereka lakukan sendiri. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah merupakan bagian yang tidak sedikit dari
total pengeluaran untuk barang dan jasa konsumen, sehingga berpotensi memiliki pengaruh signifikan
terhadap keberlanjutan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Tahun 2023, total pengeluaran nasional yang dilakukan pemerintah guna membiayai pengadaan barang/jasa
yaitu sebesar Rp1.094,1 triliun dari total Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2023 sebesar Rp20.892,4
triliun. Artinya, pemerintah menghabiskan sekitar 5,24% dari PDB untuk melakukan pengadaan barang
dan jasa. Meskipun persentase tersebut tidak terlalu besar, namun memiliki pengaruh yang signifikan
karena mencakup pengadaan barang dan jasa dalam skala nasional yang berdampak pada berbagai sektor
ekonomi dan pembangunan. Tidak hanya mempengaruhi efisiensi anggaran pemerintah, pengadaan ini juga
mendorong tersedianya infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas (Novitaningrum, 2014) Sehingga,
dengan porsi sebesar 5,24% dari PDB, pengeluaran tersebut dapat menjadi alat strategis bagi pemerintah
untuk mendorong keberlanjutan, inovasi, dan memperkuat tata kelola dalam pengadaan publik.

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu kurangnya integrasi konsep tersebut dengan efisiensi
operasional, pertimbangan ekonomi, dan tata kelola pemerintah dalam praktiknya. Selain itu, meskipun
pengadaan berkelanjutan telah menjadi fokus perhatian dalam banyak penelitian dan telah diterapkan dalam
beberapa kebijakan, namun dampaknya belum sepenuhnya terlihat atau terukur dengan jelas, baik dari sisi
efisiensi sumber daya, pengelolaan anggaran publik, maupun keberlanjutan lingkungan yang diharapkan.
Sehingga, penting untuk melakukan penelitian untuk mengulas apakah terdapat inovasi lain yang dapat
diterapkan dalam konteks pengadaan publik di Indonesia yang mendukung keberlanjutan dan tata kelola
pemerintah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah dilakukan dalam mengkaji konsep dan implementasi pengadaan
publik di Indonesia yang berkelanjutan. Dalam Suci, Cendekiawan and Firmansyah, (2024) disebutkan
bahwa instansi sektor publik memiliki peluang besar untuk menerapkan pengadaan publik berkelanjutan,
karena dapat memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi, seperti citra positif dan inovasi. Selaras
dengan penelitian Achmad, (2020) bahwa penerapan pengadaan barang dan jasa publik berkelanjutan atau
Sustainability Public Procurement (SPP) dapat mendukung pasar ramah lingkungan, meningkatkan
kualitas hidup, dan memperkuat ekonomi nasional. Manajemen et al., (2014) juga menunjukkan bahwa
pengadaan publik berkelanjutan di Indonesia memiliki manfaat besar bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Namun, implementasinya masih terbatas karena kurangnya regulasi yang spesifik, kesadaran para
pemangku kepentingan, dan koordinasi antar-lembaga.

Sebagian besar penelitian terdahulu di Indonesia hanya berfokus pada pengadaan publik yang
berkelanjutan atau Sustainability Public Procurement (SPP), dan jarang, bahkan penulis belum menemukan
penelitian terkait penerapan pengadaan publik yang sirkular atau Circular Public Procurement (CPP) di
Indonesia. Oleh karena itu, peneliti berusaha mengisi kekosongan pengetahuan yang ada, yang akan
menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan tujuan untuk melakukan kajian literatur
mendalam terhadap literatur yang tersedia mengenai inovasi penerapan Circular Public Procurement (CPP)
di Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu memberikan inovasi terkait pengadaan barang dan jasa yang
berkelanjutan melalui penerapan Circular Public Procurement (CPP) dengan melihat benchmarking dari
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beberapa negara yang telah menerapkan praktik tersebut. Pertanyaan penelitian ini antara lain: (1)
Bagaimana langkah dalam penerapan praktik Circular Public Procurement (CPP)?; (2) Bagaimana negara
lain menerapkan praktik Circular Public Procurement (CPP)?; dan (3) Bagaimana peluang dan tantangan
penerapan praktik Circular Public Procurement (CPP) di Indonesia?

Secara literatur, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai inovasi
penerapan pengadaan barang dan jasa publik secara sirkular di Indonesia. Kontribusi praktis dari penelitian
ini yaitu menyajikan panduan informasi bagi pemerintah dalam merancang dan melaksanakan strategi
pengadaan barang dan jasa publik yang ramah lingkungan, yang pada akhirnya dapat mendukung
pembangunan dan pelayanan berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

2. Tinjauan Pustaka
Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

Menurut Freeman (1984), suatu organisasi tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri,
melainkan harus tetap memberikan keuntungan bagi para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemangku
kepentingan merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang dapat dipengaruhi atau
mempengaruhi suatu kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut, pemangku kepentingan bagi sektor
publik adalah seluruh masyarakat. Sebab, setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah atau institusi publik
dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, sehingga akan mempengaruhi setiap
kegiatan masyarakat. Pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan
suatu kebijakan pemerintah. Sehingga, pemerintah perlu membangun hubungan yang baik melalui upaya
dalam mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Badruzzuhad, Fadhillah and Firmansyah,
2023).

Pengadaan Berkelanjutan

Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus melakukan pengadaan. Proses
pengadaan yang dilakukan pemerintah harus dilaksanakan dengan cara yang efektif, transparan, dan
memperhatikan aspek keberlanjutan. Menurut Masudin et al., (2022) pengadaan berkelanjutan atau disebut
juga dengan pengadaan hijau merupakan proses pengadaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan
dalam setiap keputusan pembelian. Dalam hal ini mencakup pemilihan produk dan layanan yang ramah
lingkungan, serta mendukung produksi barang yang mendukung kelestarian lingkungan.

Menurut Zhou et al., (2023) dalam Suci, Cendekiawan and Firmansyah, (2024) pengadaan berkelanjutan
merupakan langkah awal dalam rantai pasokan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, organisasi memilih
pemasok yang menyediakan produk dan/atau layanan yang mendukung keberlanjutan dengan fokus pada
kinerja lingkungan. Pengadaan berkelanjutan ini melibatkan peran fungsi pembelian dalam manajemen
rantai pasokan yang ramah lingkungan, seperti perilaku mempertimbangkan siklus hidup produk pada
setiap pembelian yang akan dilakukan (Cheng et al., 2018, dalam Suci, Cendekiawan and Firmansyah,
2024)

Ekonomi Sirkular

Menurut Ellen MacArthur Foundation, (2013) ekonomi sirkular merupakan sebuah sistem atau model
ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk,
bahan, dan sumber daya dalam sistem ekonomi selama mungkin. Pendekatan ini berupaya untuk
mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi linear. Ekonomi sirkular
tidak hanya membahas pengelolaan limbah atau daur ulang yang lebih baik, tetapi juga membahas berbagai
langkah strategis di berbagai sektor ekonomi, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi
penggunaan sumber daya (BSILHK Pusfaster, no date).

Sedangkan menurut Webster, (2021) ekonomi sirkular merupakan suatu model yang memisahkan
pertumbuhan ekonomi dari ketergantungan pada penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Model ini
didesain untuk menjaga produk dan komponennya tetap memiliki nilai atau kualitas yang tinggi dan dapat
digunakan kembali selama mungkin melalui perencanaan perbaikan dan penggunaan kembali. Sehingga,
model ini tidak hanya memberikan peluang bagi perusahaan atau suatu kelompok untuk menciptakan
produk dan layanan baru, namun juga akan membantu mengurangi risiko kenaikan biaya dan kelangkaan
sumber daya di masa depan.
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Model ekonomi sirkular sangat berbanding terbalik dengan ekonomi linear yang lebih berfokus pada
kegiatan produksi yang cepat guna memenuhi kebutuhan pasar tanpa memeprtimbangkan dampak yang
akan terjadi di masa depan. Sehingga, ekonomi linear ini sering kali menyebabkan ketidakstabilan pasar
dan gagal dalam menjaga aspek keberlanjutan (Fogarassy, 2021)

The linear economy

\ Take Make Waste
Materials Product \

End of life

The circular economy

(GG

Restoration

Gambar 1. Perbedaan Ekonomi Linear dan Ekonomi Sirkular

Sumber: (Fogarassy, 2021)

Ekonomi sirkular didasarkan pada beberapa prinsip. Pertama, menghilangkan limbah melalui sebuah
desain. Dalam hal ini, sebuah produk dirancang agar tidak menghasilkan limbah. Komponen biologis
didesain untuk dapat kembali ke alam secara aman melalui proses seperti pengomposan. Sementara
komponen teknis seperti plastik, logam, dan sejenisnya didesain agar dapat digunakan kembali dengan
energi minimal dengan tetap menjaga kualitasnya. Kedua, membangun sistem yang tangguh dan beragam.
Artinya, sistem yang dibuat memiliki keragaman, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap
perubahan dan gangguan dengan baik. Ketiga, menggunakan energi terbarukan. Dalam hal ini, ekonomi
sirkular menekankan penggunaan energi yang terbarukan sebagai sumber utamanya. Keempat, berpikir
dalam sistem terpadu. Artinya, setiap bagian dari produk dan prosesnya merupakan bagian dari sistem yang
saling terhubung. Keenam, menganggap limbah sebagai sumber daya. Dalam ekonomi sirkular ini, limbah
tidak dilihat menjadi produk akhir, melainkan menjadi sumber daya baru yang dapat digunakan (Ellen
MacArthur Foundation, 2013)

Circular Public Procurement (CPP)

Circular Public Procurement (CPP) secara teori merupakan siklus hidup suatu produk yang
mempertimbangkan desain, produksi, penggunaan, dan pembuangannya (Kristensen, Mosgaard and
Remmen, 2021). Sedangkan menurut Green Deal Circular Procurement, (2013) Circular Public
Procurement (CPP) merupakan suatu pengadaan yang mendukung ekonomi sirkular dengan tujuan untuk
menciptakan permintaan bagi barang-barang yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali atau
didaur ulang. Hal tersebut akan mendorong pengurangan limbah, efisiensi sumber daya, dan penggunaan
produk yang lebih berkelanjutan.

Hakikatnya, Circular Public Procurement (CPP), Sustainability Public Procurement (SPP), dan Green
Public Procurement (GPP) merupakan suatu konsep yang berbeda. Meskipun SPP dan GPP ini juga terkait
erat dengan keberlanjutan, namun kedua konsep tersebut tidak sepenuhnya membahas konsep dengan
pendekatan siklus hidup sirkular. Sementara CPP ini mencakup siklus hidup sirkular dengan jaringan dan
ekosistem yang kompleks, meliputi pengadaan produk, layanan, atau sistem dengan harga kompetitif yang
mengarah pada masa pakai yang lebih lama, retensi nilai, dan/atau daur ulang bahan biologis atau teknis
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yang sangat ditingkatkan dan tidak berisiko, serta memanfaatkan sekaligus mendukung model bisnis sirkular
terkait (Ntsondé and Aggeri, 2021)

Tata Kelola Berkelanjutan

Menurut Klaus Bosselmann; Ron Engel and Prue Taylor, (2008) tata kelola berkelanjutan merupakan
suatu topik kompleks yang mencakup isu-isu globalisasi, demokrasi, dan keberlanjutan. Topik ini dapat
dipahami sebagai kumpulan aturan, baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang menghubungkan
kewarganegaraan ekologis dengan institusi dan sistem tata kelola yang berlaku. Sehingga, kualitas dari tata
kelola menjadi hal yang penting dalam memastikan hasil kebijakan yang berkelanjutan.

Menurut Glass and Newig, (2019) tata kelola berkelanjutan memiliki peran penting dalam mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan pengaturan tata kelola yang efektif, penyusunan
kebijakan yang sesuai dengan tujuan keberlanjutan, kebijakan yang responsif dan adaptif, serta tata kelola
yang demokratis. Dalam konteks pengadaan berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan yang
didorang tata kelola berkelanjutan merupakan tujuan dari SDGs ke-12 yaitu memastikan pola konsumsi dan
produksi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, tata kelola dapat melakukan penerapan praktik
pengadaan yang ramah lingkungan untuk mendukung pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (Suci,
Cendekiawan and Firmansyah, 2024)

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode scoping review. Scoping review merupakan suatu metode yang
digunakan untuk mengidentifikasi literatur secara luas dan mendalam yang diperoleh melalui berbagai
sumber dengan berbagai metode penelitian yang memiliki hubungan dengan topik penelitian yang sedang
dikaji (Badruzzuhad, Fadhillah and Firmansyah, 2023) Metode ini dipilih untuk mengetahui bagaimana
langkah dan penerapan Circular Public Procurement (CPP) di beberapa negara pada 10 (sepuluh) tahun
terakhir yaitu tahun 2015 sampai dengan 2024. Menurut Peterson et al, (2017) dalam Badruzzuhad,
Fadhillah and Firmansyah, (2023), metode scoping review juga efektif untuk menilai bagaimana
perkembangan topik penelitian yang dapat menjadi dasar pengembangan penelitian selanjutnya.

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis mengumpulkan beberapa literatur berupa jurnal yang
membahas mengenai penerapan Circular Public Procurement (CPP). Dalam hal ini, penulis menggunakan
Google Scholar untuk mencari literatur yang relevan dengan menggunakan kata kunci “circular public
procurement” dan melakukan pembatasan tahun penerbitan jurnal dari tahun 2015 sampai dengan 2024.
Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan penulis dalam pencarian literatur dan menjaga relevansi jurnal
dengan masa sekarang.

Menurut Nurhamsyah, Trisyani and Nuraeni, (2018) pelaksanaan scoping review melibatkan beberapa
tahapan, yaitu mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, menentukan
sumber literatur yang relevan, menyeleksi literatur yang diperoleh secara selektif sesuai dengan topik
penelitian, melakukan pemetaan, dan menganalisis literatur menggunakan metode scoping review, serta
melakukan konsultasi dengan pihak yang lebih berkompeten. Dalam rangka mempermudah proses scoping
review, penulis membuat beberapa pedoman seperti pada Tabel 1. Pedoman tersebut berisi ruang lingkup
penelitian, sumber data, dan informasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu tersebut.

Tabel 1. Pedoman Penelitian

Ruang Lingkup Sumber Data Informasi yang Digunakan
Durasi Review: 4 hari Database Elektronik: Google Judul
Bahasa: Indonesia dan Inggris Scholar Nama Penulis

Tahun Publikasi
Tujuan Penelitian
Metode Penelitian
Hasil Penelitian

Lokasi Penelitian: Seluruh Negara
di Dunia

m® o0 T

Sumber: Diolah Penulis
4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, penulis mengumpulkan beberapa
artikel penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, penulis melakukan pencarian
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melalui Google Scholar dengan memasukkan kata kunci “circular public procurement” pada kolom
pencarian, serta menggunakan filter tahun penerbitan jurnal mulai tahun 2015 sampai dengan 2024.
Selanjutnya, penulis melakukan penyaringan artikel untuk mengetahui isi artikel yang relevan dengan
tujuan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian diperoleh 8 (delapan) literatur yang memenuhi kriteria
sebagai ojek scoping review pada penelitian ini. Berikut artikel yang digunakan sebagai literatur setelah
dilakukan penyaringan.

Tabel 2. Artikel yang Digunakan

Nama
No. J“”‘"’!‘ / Judul Tujuan Metc_;c_ie Hasil Penelitian
Penulis / Penelitian
Tahun

1. Sustainabil ~ Circular Public Procurement  Mengidentifikasi dan Menggunakan  Teks ini membahas
ity through Integrated Contracts menganalisis metode kontrak Design-Build-
Journal/Li in antarmuka antar kualitatif Maintain (DBM) dalam
ngegard et the Infrastructure Sector organisasi utama melalui pengadaan publik sirkular
al., /2021 dalam hal saling wawancara. (CPP) yang

ketergantungan di mengintegrasikan desain,

seluruh desain, produksi, dan

produksi, dan pemeliharaan dengan

pemeliharaan dalam pendekatan siklus hidup.

kontrak DBM. Tantangan utama meliputi
kurangnya kolaborasi,
pengetahuan, dan
koordinasi waktu.
Rekomendasi mencakup
mengubah rutinitas lama,
meningkatkan kesadaran
tentang CPP, dan
memastikan kolaborasi
efektif antar aktor. Studi
lebih lanjut diperlukan
untuk mengoptimalkan
kontrak terintegrasi demi
keberlanjutan.

2. Sustainabi  Measuring the Effect of Mengevaluasi sejauh Menggunakan  Teks ini membahas
lity Circular Public Procurement  mana penerapan CPP pendekatan evaluasi Circular Public
Journal/Li  on Government’s mengarah pada metode Procurement (CPP) di
ngegard et Environmental Impact pengurangan dampak  campuran Belanda (2017-2018).
al., /2021 lingkungan dan berbasis Hanya sepertiga

penggunaan material, ~ sampel yang penerapannya efektif
dengan studi kasus dikombinasika  karena kurangnya ambisi
Belanda. n dengan kriteria tender dan
penilaian implementasi yang lemah.
siklus hidup. CPP membutuhkan
perubahan organisasi,
regulasi lebih ambisius,
serta sistem pemantauan
yang lebih baik untuk
mendukung transisi
ekonomi sirkular.

3. Springer/  European Green Deal-the Menghubungkan Menggunakan  Teks ini membahas
Tatrai & way to Circular Public konsep GPP dengan metode pentingnya pengadaan
Kovécs/20  Procurement konsep ekonomi kuantitatif. publik hijau (GPP) dan
21 sirkular dengan sirkular (CPP) di Uni

mengeksplorasi
kemungkinan
pengadaan publik
sirkular atau CPP.

Eropa untuk mendukung
ekonomi sirkular.
Ditekankan perlunya
kriteria hijau di semua
tahap pengadaan, alat

_ seperti ecolabelling,
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kerjasama antara pembeli
dan pemasok, serta
pelatihan dan pembaruan
toolkit GPP untuk
meningkatkan efektivitas.
Kolaborasi dan inovasi
menjadi kunci
keberhasilan sambil
menjaga persaingan yang
adil.

4. Journal of  Stimulating innovation and Melakukan analisis Menggunakan  Kasus Aalborg
Cleaner creating new markets — The  bukti empiris metode menunjukkan bahwa CPP
Productio  potential of mengenai mekanisme  kualitatif yang  tidak hanya tentang
n/Ntsond”  circular public procurement  yang memungkinkan mengandalkan  membeli produk ramah
& pengadaan umum kasus empiris.  lingkungan tetapi juga
Aggeri/20 dilakukan secara tentang menciptakan pasar
21 efektif guna baru untuk barang dan
merangsang inovasi jasa sirkular. Dengan
berkelanjutan dan kolaborasi yang kuat,
mendorong inovasi, dan komitmen
pengembangan pasar politik, CPP dapat
yang lebih hijau dalam menjadi alat strategis
kaitannya dengan untuk mendorong transisi
ekonomi sirkular. menuju ekonomi sirkular.
5. Journal of  Circular public procurement ~ Menyediakan Menggunakan  Jurnal ini membahas
Cleaner practices in Danish lingkungan belajar metode tantangan penerapan
Productio  municipalities untuk mendukung kualitatif. Circular Public
n/Kristens departemen Procurement (CPP) di
enetal, pengadaan dalam Denmark.CPP
/2020 memperoleh membutuhkan pendekatan
pengetahuan dan baru seperti kontrak
keterampilan baru berbasis layanan,
untuk CPP, yang kolaborasi, dan dukungan
melibatkan proyek strategis. Kota besar lebih
percontohan dalam mudah mengalokasikan
bereksperimen dengan sumber daya
aktor eksternal dan dibandingkan kota kecil.
keterlibatan pemasok Transisi dari Green Public
dalam cara inovatif Procurement (GPP) ke
baru untuk mencapai CPP masih lambat karena
solusi sirkular. praktik GPP yang mapan
sulit diubah. Dibutuhkan
dukungan politik, mitra
pengetahuan, dan
pengembangan
kemampuan baru untuk
mempercepat
implementasi CPP.
6. Journal Review of green and Menguraikan keadaan ~ Menggunakan  Hasil penelitian
Pre- sustainable public seni dalam pengadaan ~ metode menunjukkan bahwa
proof/Sén  procurement:Towards publik yang hijau dan  kualitatif Circular Public
nichsen &  circular public procurement  berkelanjutan diteori melalui studi Procurement (CPP)
Clement/2 dan praktik, berharga literatur. memerlukan dukungan
019 untuk transisi menuju manajemen puncak,

pengadaan publik
yang sirkular.

kebijakan yang jelas, dan
perubahan budaya
organisasi. Organisasi
besar lebih mudah
mengadopsi CPP karena
sumber daya yang lebih
banyak, sementara
organisasi kecil
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menghadapi kendala.
Komitmen individu dan
pelatihan penting untuk
mendorong kesadaran dan
kemampuan dalam
menerapkan CPP. Alat
seperti Life Cycle
Assessment (LCA) dan
eco-labels membantu
meningkatkan efektivitas
pengadaan. Tantangan
utama meliputi
keterbatasan sumber daya,
kurangnya alat evaluasi
sederhana, dan
kesenjangan pengetahuan
tentang CPP.

7. Jurnal Application of e- Mengetahui dan Menggunakan  Berdasarkan hasil analisis
Terapan procurement in fraud menentukan metode data dan pembahasan
Manajeme  prevention and penerapan e- penelitian yang telah dijelaskan pada
n dan it’s implications in a circular ~ procurement terhadap  kualitatif bab-bab sebelumnya, E-
Bisnis/Ca  economy pencegahan dengan procurement
nny & kecurangan karena metode Latent  menunjukkan peran yang
Sundiman implikasinya terhadap ~ Dirichlet signifikan dalam
12022 ekonomi sirkular. Allocation mencegah fraud dan

(LDA) untuk penerapan e-procurement

menentukan merupakan solusi atas

tren topik. berbagai bentuk
penyimpangan dalam
pengadaan barang dan
jasa. Kemudian, dengan
adanya e-procurement,
pelaku UMKM dapat
mengembangkan
usahanya dan mendorong
perekonomian negara
dalam ekonomi sirkular.

8. Circular Public Procurement for the Mengkaji hubungan Menggunakan  Perbandingan antara LOU
Economy  Circular Economy: a antara ekonomi metode (Swedia) dan LCSP
and Comparative sirkular dan kualitatif (Spanyol) menunjukkan
Sustainabi  Study of Sweden and Spain ~ pengadaan publik adanya perbedaan
lity/Giné dengan signifikan dalam
etal, mempertimbangkan pendekatan pengadaan
/2022 pengadaan hijau publik yang berkelanjutan.

Sumber: Diolah Penulis

sebagai pendorong
transisi dari
pengadaan publik
berkelanjutan

ke pengadaan publik
sirkular.

LOU mengadopsi
pendekatan yang lebih
sederhana dan
menyesuaikan dengan
arahan Uni Eropa, tanpa
aturan wajib lingkungan,
namun menggunakan
mekanisme tidak langsung
seperti persyaratan teknis
hijau. Sementara itu,
LCSP lebih ketat dan
kompleks, dengan syarat-
syarat wajib terkait
keberlanjutan, termasuk
sanksi dan kewajiban
kinerja khusus.
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Artikel yang digunakan pada penelitian ini mayoritas terbit pada tahun 2021 hingga 2024. Hal ini
disebabkan oleh kenyataan bahwa topik penelitian terkait praktik Circular Public Procurement (CPP) baru
berkembang pada beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, penulis akan melakukan analisis deskriptif terkait
isi dari setiap artikel yang digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini.

4.1. Langkah Penerapan Praktik Circular Public Procurement (CPP)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ntsondé and Aggeri, (2021) Circular Public Procurement (CPP)
merupakan siklus hidup sirkular dengan jaringan dan ekosistem yang kompleks, meliputi pengadaan produk,
layanan, atau sistem dengan harga kompetitif yang mengarah pada masa pakai yang lebih lama, retensi nilai,
dan/atau daur ulang bahan biologis atau teknis yang sangat ditingkatkan dan tidak berisiko, serta
memanfaatkan sekaligus mendukung model bisnis sirkular terkait.

Dalam penelitian Sénnichsen and Clement, (2020), terdapat tiga area yang berkaitan dengan pengadaan
publik sirkular yaitu aspek organisasi, perilaku individu, dan alat operasional. Selain itu, proses pengadaan
publik sirkular yang efektif bergantung pada keberadaan aktor yang memiliki keyakinan yang melekat pada
manfaat dari praktik pengadaan publik yang sirkular, yang didukung oleh struktur organisasi, tingkat
kesadaran yang tinggi, persepsi keadilan prosedural dan visi strategis yang mendukung pemenuhan
kebutuhan masa depan tanpa mengorbankan kebutuhan masa kini melalui sirkularitas.

Berdasarkan (European Union, no date) pengadaan sirkular akan menciptakan nilai jangka panjang yang
tidak hanya berfokus pada transaksi tunggal, tetapi juga pada hubungan antara klien dan pemasok, serta
siklus hidup suatu produk di seluruh rantai pasokan, sehingga untuk menerapkan Circular Public
Procurement (CPP) terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan.

Pertama, menentukan definisi ambisi sirkular. Artinya, suatu organisasi harus mengetahui alasan
mengapa akan menerapkan CPP. Kemudian, mendefinisikan “sirkular” untuk setiap jenis produk atau
layanan yang akan dibeli. Dalam hal ini, tidak ada jawaban tunggal terkait apa itu produk sirkular, tetapi hal
ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan apakah organisasi akan menggunakan alternatif untuk
material baru, memperpanjang umur produk, memprioritaskan penggunaan ulang, atau berfokus pada daur
ulang material. Selain itu, suatu organisasi juga harus mempertimbangkan pemangku kepentingan yang akan
dilibatkan. Jika suatu organisasi baru akan menerapkan konsep CPP ini, sebaiknya melakukan uji coba
terlebih dahulu pada produk yang dampaknya sangat terlihat dan biaya maupun kompleksitasnya sangat
rendah.

Kedua, menentukan kebutuhan fungsional. Artinya, suatu organisasi harus memikirkan apa yang
dibutuhkan dan apa yang harus dibeli. Misalnya, dalam perencanaan pengadaan, organisasi tersebut harus
mempertimbangkan apakah akan menyewa atau menggunakan kembali barang daripada membeli barang
baru. Dalam penelitian Tatrai and Di6fési-Kovéacs, (2021) disebutkan bahwa pada tahap ini, otoritas kontrak
perlu menganalisis permintaan, melakukan konsultasi pasar awal, dan menyiapkan dokumen prosedural
dalam tim multidisiplin.

Ketiga, formulasikan pertanyaan dan komunikasikan dengan pasar. Dalam hal ini suatu organisasi harus
membuat dokumen untuk dibagikan kepada pemasok potensial. Terdapat tiga jenis pertanyaan umum yang
dapat dilakukan antara lain: (1) menanyakan tentang bagaimana pemasok akan menyediakan produk atau
barang/jasa yang dibutuhkan organisasi; (2) membahas peluang teknis tertentu dalam spesifikasi produk,
apakah produk yang dimiliki pemasok dapat diperbaiki atau didaur ulang; dan (3) menghindari pertanyaan
spesifik yang membatasi peluang untuk inovasi. Dalam penelitian Tétrai and Dio6fasi-Kovéacs, (2021)
disebutkan juga bahwa pada tahap ini, proses dimulai dengan publikasi tender, menjawab pertanyaan dari
peserta, penyerahan dokumen tender, hingga evaluasi tender.

Keempat, pilih pemasok atau tender dan berikan kontrak. Ketika memilih pemasok, terdapat kriteria yang
dapat digunakan yaitu memiliki proses produksi ramah lingkungan, produk yang dihasilkan mudah
dibongkar untuk didaur ulang, dan pemasok mendukung desain modular. Lalu, setelah memilih pemasok,
suatu organisasi dapat memberikan kontrak dengan mempertimbangkan ketentuan pengembalian barang
bekas, jaminan perawatan selama masa pakai, dan manajemen hubungan dengan pemasok. Selain
menggunakan pemasok atau tender, penerapan CPP juga dapat dilakukan menggunakan kontrak DBM
(Design, Build, Maintenance). Kontrak ini merupakan jenis kontrak di mana satu pihak bertanggung jawab
untuk merancang, membangun, dan merawat proyek dalam satu kesepakatan. Kontrak ini dapat memastikan
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integrasi yang lebih baik antar tahap, efisiensi waktu, dan pemeliharaan berkelanjutan setelah proyek selesai
(Lingegard, Havenvid and Eriksson, 2021)

Kelima, implementasi kebijakan Circular Public Procurement (CPP). Selain lebih memikirkan tentang
penggunaan sumber daya, satu hal yang membedakan pengadaan sirkular (CPP) dari pengadaan
keberlanjutan (SPP) yaitu CPP memikirkan tentang keseluruhan masa pakai suatu produk. Sehingga, dengan
membeli produk yang sirkular tidak berarti menerapkan sirkularitas. Sehingga, perlu dipikirkan bagaimana
produk-produk tersebut dipulihkan. Dalam penelitian Téatrai and Di6fasi-Kovacs, (2021) disebutkan bahwa
pada tahap ini sebelum pelaksanaan implementasi CPP, dilakukan verifikasi pelaksanaan kontrak,
pengecekan terhadap kontraktor, dan pengelolaan modifikasi.

Keenam, melakukan evaluasi. Pengadaan sirkular (CPP) memerlukan evaluasi yang berkelanjutan untuk
memastikan keberhasilan yang berkelanjutan. Hal-hal yang perlu dievaluasi antara lain yaitu kualitas tender
atau pemasok selama proses pengadaan, dampak yang ditimbulkan dari produk atau layanan sirkular,
dampak lingkungan yang dihasilkan, implikasi biaya dari pengadaan sirkular, dan jika pengadaan sirkular
yang dilakukan terbukti berhasil, pikirkan tentang bagaimana organisasi dapat meningkatkan dampaknya
secara menyeluruh. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan Tatrai and Dio6fasi-Kovacs, (2021),
evaluasi pada tahap ini mencakup evaluasi penggunaan sumber daya dari proses pengadaan yang meliputi
waktu, uang, dan pengetahuan.

4.2. Praktik Circular Public Procurement (CPP) di Negara Lain

Perbandingan penerapan CPP pada negara lain cenderung berfokus pada negara-negara di Eropa. Sebab,
penerapan CPP lebih banyak diterapkan di negara-negara tersebut. Uni Eropa telang mengembangkan
berbagai kebijakan yang mendorong implementasi CPP dalam pengadaan publik. Misalnya, kebijakan
Circular Economy Action Plan (CEAP) yang diterbitkan oleh European Union yang secara eksplisit
memasukkan prinsip sirkularitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian, studi literatur
terkait CPP lebih banyak membahas penerapannya pada negara di Eropa daripada negara-negara di Asia.
Sebab, kebijakan pengadaan barang dan jasa di Asia masih berfokus pada Green Public Procuremenr
(GPP), yang lebih menekankan pada efisiensi dan pengurangan emisi, tanpa memasukkan prinsip ekonomi
sirkular secara penuh. Berikut beberapa studi perbandingan penerapan CPP di negara lain.

Belanda

Zijp et al., (2022) melakukan penelitian bahwa negara Belanda mulai menerapkan praktik CPP pada
tahun 2017-2018, dimana sepertiga dari praktiknya terlihat dampaknya. Alasan utama mengapa dua pertiga
dari praktik CPP ini belum terlihat dampaknya yaitu karena banyak tender yang kurang ambisius dalam
menerapkan kriteria CPP. Selain itu, kebijakan pengadaan sebelumnya dinilai membentuk pengadaan yang
menghindari risiko. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang
mendukung inovasi dengan membatasi risiko finansial serta mengelola risiko secara eksplisit. Dalam
penelitian tersebut menyatakan bahwa agar implementasi CPP dapat berdampak positif, maka otoritas publik
tidak boleh menghindari risiko, namun memfasilitasi pengelolaan risi bagi semua pihak yang terlibat.
Pendorong utama praktik CPP yaitu regulasi dan perundang-undangan, serta tekanan dari para pemangku
kepentingan yaitu masyarakat. Dalam penelitian tersebut menyarankan agar pemerintah Belanda
menetapkan persyaratan minimum wajib dalam praktik CPP yang dapat mendorong penerapan Kriteria
pengadaan yang lebih ambisius dibandingkan menggunakan standar pasar yang ada pada saat itu.

Denmark

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kristensen, Mosgaard and Remmen, (2021), penerapan CPP di
negara Denmark masih fokus pada kepatuhan terhadap aturan hukum, memenuhi kebutuhan pengguna akhir,
dan menggunakan alat seperti label ekologi untuk mempertimbangkan aspek lingkungan. Pada beberapa
proyek percontohan CPP di Denmark juga telah menunjukkan hasil yang positif sebagai langkah awal
transisi dalam penerapan CPP. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam rangka pengadaan publik
sirkular yang lebih efektif, diperlukan perubahan besar. Perubahan ini mencakup cara baru dalam pembuatan
kontrak, pembangunan kolaborasi dan kemitraan baru, peralihan fokus kepada produk atau layanan yang
memiliki dampak yang lebih menyeluruh, dan kepastian dukungan strategis maupun politis, oleh karena itu,
praktik ini membutuhkan sumber daya dan tenaga yang cukup, lingkungan kerja yang mendukung, serta
pengetahuan terkait penerapan praktik CPP.
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Spanyol

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fuertes Giné, Vanacore and Hunka, (2022), penerapan CPP di
Spanyol diatur oleh Undang-Undang Kontrak Sektor Publik atau Ley de Contratos del Sector Publico
(LCSP) yang menekankan integrasi kriteria lingkungan dan sosial dalam proses pengadaan publik. LCSP
menetapkan pendekatan mandatori dengan menekankan kewajiban untuk memasukkan kriteria lingkungan
secara transversal sepanjang proses pengadaan. Selain itu, LCSP secara eksplisit mewajibkan setidaknya
satu kondisi kinerja khusus (sosial atau lingkungan) dalam dokumen tender yang berisi tujuan untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca, memprioritaskan penggunaan energi terbarukan, mendorong daur ulang
produk, serta mengintegrasikan produksi organik dalam jumlah besar.

Lebih lanjut dijelaskan dalam penelitian tersebut bahwa LCSP menerapkan sanksi terhadap pelanggaran
terhadap kondisi lingkungan dalam kontrak sebesar 10% dari total nilai kontrak (tidak termasuk PPN) atau
penghentian kontrak jika pelanggaran dianggap serius, hingga larangan berpartisipasi dalam tender publik
di masa depan. Dalam hal ini, negara Spanyol berhasil menerapkan konsep CPP yang lebih tinggi
dibandingkan dengan banyak negara di Eropa lainnya. Namun, keberhasilan tersebut juga menghadapi
tantangan dalam memastikan implementasi yang konsisten karena kompleksnya regulasi yang diterapkan.

Swedia

Fuertes Giné, Vanacore and Hunka, (2022) juga melakukan penelitian pada negara Swedia, dimana
hasilnya yaitu penerapan praktik CPP di negara tersebut diatur oleh Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)
yang mengikuti transposisi Directive 2014/24/EU secara lebih dekat, dengan sedikit modifikasi untuk
diadaptasi di negaranya. CPP di Swedia tidak terlalu ketat seperti di Spanyol, negara ini lebih fokus pada
fleksibilitas melalui penerapan “should-rule” atau “aturan harus” yang hanya merekomendasikan integrasi
kriteria lingkungan jika hal tersebut relevan dengan objek kontrak. Artinya, dalam proses pengadaan, otoritas
kontraktor dapat memasukkan kriteria lingkungan dalam kontraknya tetapi itu tidak diwajibkan. Fleksibilitas
ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pengadaan dan mengurangi risiko birokrasi yang berlebihan.
Pendekatan fleksibel ini juga memungkinkan pengembangan inovasi dalam pengadaan yang ramah
lingkungan tanpa membebani pelaksanaan kontrak. Namun, tantangannya yaitu ketika tidak ada kewajiban
yang jelas, CPP ini seringkali terbatas pada penerapan minimum, sehingga dampak keberlanjutan pun dapat
bervariasi di berbagai tingkat pemerintah atau sektor publik.

4.3. Peluang dan Tantangan Penerapan Circular Public Procurement (CPP) di Indonesia

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
khususnya pada pasal 105 telah dijelaskan terkait konsep pengadaan publik yang berkelanjutan yang
menyebutkan bahwa pengadaan dengan prinsip ramah lingkungan dapat dimasukkan ke dalam syarat
Dokumen Pemilihan. Hal ini bertujuan untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan
mendukung pelestarian lingkungan hidup yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Namun,
pengadaan publik yang berkelanjutan ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam pasal tersebut, melainkan
hanya terdapat pada bagian penjelasan. Faktanya, saat ini masih sedikit pengadaan pemerintah yang
memasukkan aspek lingkungan dalam Dokumen Pemilihan. Selain itu, di Indonesia sendiri belum ada aturan
teknis yang mengatur tentang pengadaan publik yang berkelanjutan (Suci, Cendekiawan and Firmansyah,
2024).

Penerapan kebijakan pengadaan publik yang sirkular ini dapat menjadi inovasi dalam pengadaan publik
di Indonesia. Praktik ini dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengatasi isu-isu lingkungan,
ekonomi, dan tata kelola pemerintah yang belum efektif. Berdasarkan hasil analisis artikel terkait, dapat
disimpulkan bahwa terdapat beberapa peluang jika Indonesia menerapkan praktik CPP ini, antara lain: (1)
penerapan pengadaan produk yang sirkular dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk
maupun layanan yang efisien dan tahan lama; (2) penerapan praktik CPP dapat meningkatkan reputasi
Indonesia pada kemitraan global yang dapat menarik investasi internasional, terutama dari negara-negara
yang berfokus pada aspek ekonomi sirkular atau keberlanjutan; (3) praktik CPP dapat menghemat anggaran
jangka panjang, meskipun mungkin memerlukan investasi awal, karena mengutamakan pengadaan barang
yang tahan lama dan mengurangi biaya perbaikan dan penggantian; dan (4) praktik CPP dapat membuka
peluang penciptaan lapangan kerja baru dalam industri daur ulang, perbaikan, pengelolaan limbah, dan
sektor lain yang terkait.
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Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi jika akan menerapkan praktik CPP ini, antara
lain: (1) belum terdapat regulasi dan kebijakan pengadaan publik yang sirkular di Indonesia, sehingga
dibutuhkan pembaruan atau penambahan kebijakan yang memungkin praktik CPP ini mudah untuk
diterapkan; (2) infrastruktur yang mendukung penerapan ekonomi sirkular seperti sistem daur ulang, masih
terbatas di Indonesia; (3) masih banyak pemangku kepentingan sektor publik yang belum memiliki
pemahaman yang cukup terkait prinsip pengadaan publik yang sirkular; dan (4) penerapan CPP memerlukan
investasi awal yang cukup besar, seperti untuk pembangunan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia,
dan biaya lainnya yang diperlukan pada tahap persiapan pengadaan publik sirkular.

5. Penutup
5.1.Kesimpulan

Circular Public Procurement (CPP) merupakan suatu pengadaan yang mendukung ekonomi sirkular
dengan tujuan untuk menciptakan permintaan bagi barang-barang yang ramah lingkungan dan dapat
digunakan kembali atau didaur ulang. Penerapan CPP ini memerlukan langkah-langkah yang bertahap
meliputi menentukan definisi ambisi sirkular dalam hal ini menentukan tujuan dan definisi produk atau
layanan sirkular, menentukan kebutuhan fungsional seperti penyewaan atau penggunaan ulang,
memformulasikan pertanyaan dan komunikasikan dengan pasar terkait spesifikasi tender yang mendorong
inovasi dalam pengadaan produk sirkular, pilih pemasok atau tender dan berikan kontrak, implementasi
kebijakan CPP, dan melakukan evaluasi yang berkelanjutan.

Beberapa negara telah menerapkan praktik CPP melalui pendekatan yang berbeda. Di Belanda, mereka
menetapkan kebijakan minimum yang mendorong inovasi CPP, meskipun menghadapi tantangan dalam
pengelolaan risikonya. Sedangkan, Denmark berfokus pada pilot project, penggunaan label ekologi, dan
penguatan kolaborasi dalam kontrak. Sementara di Spanyol, mereka mengadopsi pendekatan wajib melalui
Undang-Undang Kontrak Sektor Publik atau disebut LCSP yang berisi regulasi yang ketat serta memasukkan
sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan terhadap lingkungan. Sedangkan di Swedia, mereka lebih fleksibel
melalui aturan “should-rule” yang memungkinkan peningkatan inovasi.

Di Indonesia, penerapan praktik CPP memiliki peluang yang besar, mendorong inovasi dan peningkatan
kualitas produk maupun layanan yang efisien dan tahan lama, meningkatkan reputasi Indonesia pada
kemitraan global yang dapat menarik investasi internasional, menghemat anggaran jangka panjang, dan
dapat membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru dalam industri daur ulang, perbaikan, pengelolaan
limbah, dan sektor lain yang terkait. Namun, praktik tersebut menghadapi tantangan seperti belum adanya
terdapat regulasi dan kebijakan pengadaan publik yang sirkular di Indonesia, kurangnya infrastruktur yang
mendukung penerapan ekonomi sirkular, masih banyak pemangku kepentingan sektor publik yang belum
memiliki pemahaman yang cukup terkait prinsip pengadaan publik yang sirkular; dan penerapan CPP
memerlukan investasi awal yang cukup besar. Oleh karena itu, dengan menggunakan strategi yang tepat,
CPP dapat menjadi inovasi penting dalam pengadaan publik di Indonesia yang mengatasi isu-isu lingkungan,
ekonomi, dan tata kelola di pemerintah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengumpulkan dan menggunakan data yang lebih akurat untuk
melihat kesesuaian penerapan CPP di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu
mengatasi keterbatasan penelitian ini dengan menggunakan sumber data primer untuk penelitian selanjutnya,
seperti wawancara atau focus group discussion yang melibatkan pemangku kepentingan dan pembuat
kebijakan.

Lalu, berdasarkan hasil penelitian, Indonesia perlu belajar dari negara lain dalam penerapan praktik CPP.
Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah) pemerintah perlu membuat regulasi tegas yang mewajibkan integrasi kriteria lingkungan dan
sosial, serta memberikan sanksi dan insentif untuk memastikan kepatuhannya, seperti yang dilakukan di
negara Spanyol. Lalu, perlu dibangun ekosistem yang mendukung inovasi melalui penyediaan skema
mitigasi risiko finansial dan mendorong kolaborasi lintas sektor seperti yang diterapkan di Belanda. Selain
itu, seperti di Denmark, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan terkait praktik CPP dan sosialisasi
terkait manfaat penerapan CPP sangat penting dilakukan untuk mendapatkan dukungan publik. Selanjutnya,
penerapan praktik CPP dapat dilakukan secara bertahap melalui percontohan yang diterapkan di sektor yang
strategis untuk menguji terlebih dahulu konsep dan kebijakan praktik CPP yang akan diterapkan, hal ini
selaras dengan praktik yang ada di negara Swedia. Maka, dengan kombinasi regulasi atau kebijakan yang
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tegas, dukungan inovasi yang tepat, dan kolaborasi antar pihak yang baik, dapat membantu pengembangan
praktik pengadaan publik yang sirkular di Indonesia.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada tidak ditemukannya artikel yang membahas penerapan
pengadaan publik yang sirkular di Indonesia, karena praktik tersebut memang belum diterapkan di negara
ini. Oleh karena itu, literatur artikel yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini merupakan artikel dari
luar negeri yang menggunakan Bahasa Inggris, sehingga memungkinkan terjadinya salah penafsiran dalam
pembahasannya. Selain itu, metode penelitian yang digunakan tidak terlalu kuat secara ilmiah, karena
sumber data yang digunakan terbatas pada sumber data sekunder yang didapatkan secara daring.
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